
a. bahwa dalam rangka kepastian hukum pelaksanaan 
pencantuman label dalam bahasa Indonesia pada barang dan 
harmonisasi dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
82/M-DAG/PER/ 12/2012 tentang Ketentuan Impor Telepon 
Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer 
Tablet, perlu mengubah Lampiran dalam Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 67 /M-DAG/PER/ 11/2013 tentang 
Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia 
Pada Barang; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Perdagangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 67 /M-DAG/PER/ 11/2013 tentang 
Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada 
Barang; 

1. Undang-Undang Penyaluran Perusahaan 1934 
(Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934, Staatsblad 1938 
Nomor 86); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 
75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4661); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3821); 
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4916); 

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, 
Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5035); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang 
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan 
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4126); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana 
telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59 /P Tahun 
2011; 

11. Peraturan Presiden Nomor 4 7 Tahun 2009 ten tang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125); 

12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta 
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
126); 
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PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN NOMOR 
67 /M-DAG/PER/11/2013 TENTANG KEWAJIBAN 
PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA 
BARANG. 

MEMUTUSKAN: 

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang 
Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia 
(SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/7 /2007; 

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
36/M-DAG/PER/9 /2007 tentang Penerbitan Surat lzin 
Usaha Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
39/M-DAG/PER/ 12/2011; 

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara 
Pengawasan Barang dan/atau Jasa; 

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
28/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan 
Perijinan Ekspor dan Impor Dengan Sistem Elektronik 
Melalui Inatrade Dalam Kerangka Indonesia National Single 
Window; 

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
31/M-DAG/PER/7 /2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
57 /M-DAG/PER/8/2012; 

18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
32/M-DAG/PER/8/2010 tentang Unit Pelayanan 
Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/3/2012; 

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
31/M-DAG/PER/10/2011 tentang Barang Dalam Keadaan 
Terbungkus; 

20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
18/M-DAG/PER/3/2012 tentang Pendelegasian Wewenang 
Penerbitan Perizinan Kepada Koordinator dan Pelaksana 
Unit Pelayanan Perdagangan; 

21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
82/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Telepon 
Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer 
Tablet; 

22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
67 /M-DAG/PER/11/2013 tentang Kewajiban Pencantuman 
Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang; 
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GITA IRAWAN WIRJAWAN 

ttd. 

MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 30 Januari 2014 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2014. 

Pasal II 

Mengubah Nomor HS untuk Tungku Gelombang Mikro 
(Microwave), Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer 
Laptop pada Lampiran I dan menambah jenis barang berupa 
Komputer Tablet pada Lampiran V Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 67 /M-DAG/PER/ 11/2013 tentang 
Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada 
Barang sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal I 

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
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Keterangan : 
a. embos; 
b. tercetak; 
c. melekat secara utuh. 

NO NOMORHS NAMABARANG URAIAN BARANG KETERANGAN/PENJELASAN PENEMPATAN LABEL 
BARANG KE MAS AN 

1 2 3 4 5 6 7 

LAMPIRAN I 

40. 8516.50.00.00 Tungku Gelombang Mikro Microwave oven. a. Na.ma barang; a/b/c a/b/c 
(Microwave) b. Merek barang; a/b/c a/b/c 

c. Na.ma dan alamat produsen untuk barang - a/b/c 
produksi dalam negeri; 

d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; - a/b/c 
e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi a/b/c a/b/c 

(Hz); 
f. Negara Pembuat atau Made in. a/b/c a/b/c 

42. 8471.30.10.00 Komputer Genggam (handheld) - Komputer handheld termasuk palmtop dan a. Na.ma barang; - a/b/c 
personal digital assistant (PDA); b. Merek barang; a/b/c a/b/c 

84 71.30.20.00 Komputer Laptop - Laptop termasuk notebook dan sub notebook. c. Nama dan alamat produsen untuk barang - a/b/c 
produksi dalam negeri; 

d. Nama dan alamat importir untuk barang imper; - a/b/c 
e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi a/b/c a/b/c 

(Hz); 
f. Negara Pembuat atau Made in. a/b/c a/b/c 

DAFTAR JENIS BARANG 
ELEKTRONIKA KEPERLUAN RUMAH TANGGA, TELEKOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA 

I. 

LAMPIRAN 
PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLDC INDONESIA 
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TENT ANG 
KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA 
BARANG 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
etariat Jenderal 

GITA IRAWAN WIRJAWAN 

ttd. 

MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Keterangan : 
a. embos; 
b. tercetak; 
c. melekat secara utuh. 

NO NOMORHS NAMABARANG URAIAN BARANG KETERANGAN/PENJELASAN PENEMPATAN LABEL 
BARANG KEMASAN 

1 2 3 4 5 6 7 
LAMPIRANV 

I ELEKTRONIKA KEPERLUAN RUMAH TANGGA, TELEKOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA 

11. Ex. 8471.30.90.00 Komputer Tablet - Mesin pengolah data otomatis portabel yang a. Nama barang; - a/b/c 
menggunakan layar sentuh datar sebagai b. Merek barang; a/b/c a/b/c 
monitor dan peranti masukan dengan c. Nama dan alamat produsen untuk barang - a/b/c 
menggunakan stilus, pena digital, atau ujung produksi dalam negeri; 
jari, selain menggunakan papan ketik atau d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; - a/b/c 
tetikus. baik danat berfunzsi sebazai alat e. Penggunaan listrik; tegangan {Volt/V) dan frekuensi a/b/c a/b/c 

{Hz); 
f. Negara Pembuat atau Made in. a/b/c a/b/c 

DAFTAR TAMBAHAN JENIS BARANG DAN PERLUASAN BARANG II. 


